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ABSTRACT 

In the framework of utilizing regional property, the Surabaya City 

Government has formed a regional apparatus organization, namely the building 

and land management agency which is given the task and function to manage 

regional goods in the form of land and / or building assets of the Surabaya city 

government whose determination is made through the establishment of surabaya 

city regulations number 14 of 2016 concerning the establishment and 

organizational structure of the Regional Office of the City of Surabaya. The 

management of buildings and land in the city of Surabaya has managed so much 

of the assets of the Surabaya City Government. 

One form of land asset management is the issuance of Land Use Permits 

(IPT) or better known as "green letters" because the Land Use Permit (IPT) is 

green, and the form of Land Use Permit (IPT) or the green letter is the only in 

Indonesia. Issuance of Land Use Permit (IPT) is based on the Regional 

Regulation of Surabaya City Number 3 of 2016 concerning Land Use Permits 

(IPT). Based on the Regional Regulation of Surabaya City Number 3 of 2016, 

Land Use Permits (IPT) are issued in various types, namely short term, namely 2 

years, medium term, 5 years, and long term, namely 20 years. That the Land Use 

Permit (IPT) is different from the land certificate issued by the National Land 

Agency (BPN). However, many requests and resolutions from the community 

holders of Land Use Permits (IPT) require that the rights of the given land can be 

released by the Surabaya City Government to the holders of Land Use Permits 

(IPT) to subsequently be certified as ownership rights. 

Based on this, the Surabaya City Government stipulates the regional 

regulation of Surabaya City number 16 of 2014 concerning the release of land 

assets of the Surabaya City Government which essentially is the land of the 

Surabaya City Government whose land use permit (IPT) can be relinquished to 

IPT holders. Provided that the Application for the release of land is submitted in 

writing to the Mayor through the Head of Service by attaching a copy of the valid 

applicant's Identity Card, a valid IPT copy, proof of payment for last year's land 

use retribution, a statement of ability to pay all costs incurred due to petition for 

release of rights. Proof of payment for the last year's land use levy is proof of 

payment for land use retribution in the same year as when submitting an 

application for land release. 

Regarding the release of the land, the recipient of the release is proposed to 

provide compensation in the form of money to the Regional Government of 

Surabaya City, the amount of which is determined based on the results of the 

Appraisal. 

Keywords: Permit, Release land, Compensation, Assets 
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ABSTRAK 

Dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Surabaya 

telah membentuk organisasi perangkat daerah yakni dinas pengelolaan bangunan 

dan tanah yang diberikan tugas dan fungsi untuk mengelola barang mlik daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan aset pemerintah daerah kota surabaya yang 

penetapannya dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah kota surabaya 

nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat 

Daerah Kota Surabaya. Dinas pengelolaan bangunan dan tanah kota surabaya 

telah mengelola begitu besar tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.  

Salah satu bentuk pengeolaan tanah aset adalah penerbitan Izin Pemakaian 

Tanah (IPT) atau lebih dikenal dengan “surat ijo” karena Izin Pemakaian Tanah 

(IPT) tersebut warnanya hijau, dan bentuk surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau 

surat ijo tersebut adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Penerbitan Izin 

Pemakaian Tanah (IPT) tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tersebut Izin Pemakaian Tanah (IPT) 

diterbikan dalam berbagai jenis yakni jangka pendek yaitu 2 tahun, jangka 

menengah yaitu 5 tahun, dan jangka panjang yaitu 20 tahun. Bahwa surat Izin 

Pemakaian Tanah (IPT) tersebut berbeda dengan sertifikat tanah yang diterbitkan 

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi banyknya permohonan serta 

tunttan dari masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang menuntut 

agar tanah aset yang diberikan tersebut dapat dilepaskan haknya oleh Pemerintah 

Kota Surabaya kepada pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) untuk selanjutnya 

dapat disertifikatkan menjadi hak milik. 

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya menetapkan peraturan 

daerah kota surabaya nomor 16 tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset 

Pemerintah Kota Surabaya yang intinya adalah tanah aset Pemerintah Kota 

Surabaya yang berstatus Izin Pemakaian Tanah (IPT) tersebut dapat dilepaskan 

haknya kepada masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) dengan syarat 

Permohonan pelepasan tanah diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui 

Kepala Dinas dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon 

yang masih berlaku, fotocopy IPT yang masih berlaku, bukti pembayaran retribusi 

pemakaian tanah tahun terakhir, surat pernyataan kesanggupan untuk membayar 

segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak. Bukti 

pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir adalah bukti pembayaran 

retribusi pemakaian tanah pada tahun yang sama dengan saat pengajuan 

permohonan pelepasan tanah. 

Terhadap pelepasan tanah aset tersebut penerima pelepasan diajukan untuk 

memberikan ganti rugi berupa uang kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil Appraisal. 

Kata kunci : Izin, Pelepasan tanah, Kompensasi, Aset 
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